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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5, 331

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYZSUAIAN 1ZIN)

GUBERNUR SUMATERA 1ITARA,

Membaca - 1. Burat Permohonan Kepala SMK Swasta Harapan Bandar Fulo Batang
Serangan Nomor : 104/SMK-H/BP/BS/111/2022 tanggal 4 Maret 2022
Perihal Penyampaian Permwhonan Penyesuaien lzin  Operasional
Satuan Pendidikan;
2. Berila acara dan instrumen verifikasi permohonan Pehyesuaian 1zin
Operasional SMK Swasta Hurapan Bandar Pulo Batang Serangan,

Menimbang + Surat Edaran Gubemur Sumatern Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April
2019 tentang Izin Operasional “atuan Pendidikan Formal (Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekalah Luar Biasa)

Mengingat S Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasionn! (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari
Pemerintah (Lembaran Negea Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5105];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedus Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Leinbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lintang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nemor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 6517);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentany Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2314 Nomor 607);

7. Peraturan Daerah Sumateia ltara Nomor 6 tahun 2016 tentang

. Pembentukan dan | Susunan Perangkal Daerah Provinsi Sumuatera
Utara (Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomer
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tuzas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sumaters Utara (flerita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Sumatsra Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satuy Pintu (Berita Daerah
Provinsi Suimatera Utara Tahun 2020 Nemeor 40).
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Menetapkan
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KEPUTUSAN GUBERNUY SUMATERA UTARA TENTAMNG [ZIN
OPERASIONAL (PENYESUAIAN 1ZIN)

Membenkan lzin Operasion:| (Fenyesuaian lzin) kepada

l. Nama Perusahaan = Yayasan Pendidikan Insinyur Haji Maulana

2. NID . 2301220000251

3. Namg Sekolah . SMK Swasta Harapan Bandar Pulo Batang
Serangan

4.  Alamat  JlL.Kwala Sawit Dusun Bandar Pulo
Desa Kwala Musam, Kec. Batang Serangan
Kab. Langlkat

Bideng Keahlian : Bisnis dnn Manajeman
6.  Program Keahlian ¢ Manajemen Perkanioran

7. Kompetensi Keahlian : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan
legalitas Operasional Sekolal),

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berilut:

1. Memeclihara mutu pendidikan sesuai dengan kete it urikoulum
yang berlaku: '

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan
kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/
Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain:

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status
kepemilikan tanah ates nama Yayasan Pendidikan Insinyur Haji
Maulana selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17
Peraturan Kementenan Pendidiken dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar den Menengab.

Kepurusan ini mulai berlcku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital
yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapal kelteliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elelctronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Pit KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEl" 8. TRINUGROHO, MT
NIP. "9641127 199003 1 002

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumater: Usara;
Repala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;

3. Pertinggal.
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